ﬁnlalisis Pertimbangan Penetapan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama dan Potensi Penormaan
alam

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk dan
Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

UNIVERSITAS Clementine Gracia Putri Christiarini, Hasrul Halili, S.H., M.A.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Asshidigie, Jimly dan Safa’at, M. Ali, 2006, Teori Hans Kelsen tentang
Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.

Diantha, | Made Pasek, 2014, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum, Predana Media, Surabaya.

Duvall, E.M., dan Miller, B.C., 1985, Marriage and Family Development. 6%
Edition, Harper&Row Publishers, Newyork.

Ermaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu, 2006, Hukum Perkawinan
Indonesia, Penerbit Rambang, Jakarta.

Erwin,Muhammad, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut
Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adar, Mandar Maju, Bandung.

Harahap, Yahya, 2016, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

K. Wantjik, Saleh, 2000. Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia indonesia,
Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, Pedoman Perilaku Hakim (Code
Of Conduct), Kode Etik dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI,
Jakarta.

Mardani, 2016, Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia, Prenadamedia
Group, Jakarta.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005, Panduan Hukum Keluarga Sakinah,
Intermedia, Solo.

Mertokusumo, Sudikno, 1979, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1979, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.



ﬁnlalisis Pertimbangan Penetapan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama dan Potensi Penormaan
alam

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk dan
Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

UNIVERSITAS Clementine Gracia Putri Christiarini, Hasrul Halili, S.H., M.A.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2007, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Panggabean, H.P., 2014, Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan
Indonesia, PT Alumni, Bandung.

Raden, Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur
Bandung, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta.

Ronny, Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rusli dan T. Tama, 1986, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Penerbit
Pioner Jaya, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas
Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermasa, Jakarta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Penerbit Alumni,
Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.

Susan, 2010, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer,
Kencana, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 1971, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan
Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Ull Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika,
Jakarta.

b) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



ﬁnlalisis Pertimbangan Penetapan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama dan Potensi Penormaan
alam

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk dan
Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

UNIVERSITAS Clementine Gracia Putri Christiarini, Hasrul Halili, S.H., M.A.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4558)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6571)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)



ﬁnlalisis Pertimbangan Penetapan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama dan Potensi Penormaan
alam

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk dan
Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

UNIVERSITAS Clementine Gracia Putri Christiarini, Hasrul Halili, S.H., M.A.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c) Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Register Nomor: 1400 K/Pdt/1986. perihal Izin
Perkawinan Beda Agama, 20 Januari 1989

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022, perihal Perkawinan
Beda Agama, 31 Januari 2023

Penetapan Nomor Nomor: 08/Pdt/P/2013/PN.Ung. perihal lzin Perkawinan
Beda Agama, 5 Februari 2013

Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk perihal Izin Perkawinan Beda
Agama, 14 Desember 2022

d) Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ana, Laela F. CH dan Ken Ismi Rozana, “Fikih Perkawinan Beda Agama
Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di
Jember”, Fikrah: Jurnal llmu Agidah dan Studi Keagamaan, Volume 4
Nomor 1, Agustus 2016

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Skripsi, Program Studi Strata-1 Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Cahya, Marisa Eka, 2019, Kajian Yuridis Penetapan Permohonan lzin
Perkawinan Beda Agama (Analisis penetapan No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt
dan Penetapan No. 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla), Tesis, Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UGM

Hurlock, E.B., Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang
Rentang Kehidupan Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 1991)

Lestari, Gina, “Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di
Tengah Kehidupan Sara,” Jurnal Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Vol. 1, (Februari 2015)

Naim, Amal Zainun, 2019, Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda
Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan
Mahkamah Agung (PMA) Nomor 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1977
K/Pdt/2017), Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nazmudin, “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam
Membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”,
Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 (April, 2017)



ﬁnlalisis Pertimbangan Penetapan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama dan Potensi Penormaan
alam

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk dan
Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

UNIVERSITAS Clementine Gracia Putri Christiarini, Hasrul Halili, S.H., M.A.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nugraha, Mifta Adi, “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama
antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan”, Jurnal Private Law Edisi 1 Maret, (2013).

Rizani, Akhmal Kamil, 2018, Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri
Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang Kontradiktif
Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Program Studi Strata-1 Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palangkaraya.

Rozak, Abdul, 2011, “Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama
(Perbandingan Beberapa Negara)”, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Jakarta.

Sastroatmojo, Sudjiono, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Jurnal lImu Hukum
(September, 2005)

Soedirjo, Prayudi Atmo, “Teori Hukum” (Jakarta: Kawan Pustaka, 2002).

Soraya, Nada Intan, “Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di
Indonesia”, Program Studi Strata-1 Program Studi IImu Hukum, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Sandi Yoedha, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang
dilakukan Secara Bersama-Sama, Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum,
Universitas Jember.

Zakiyah, Darajat, “llmu Jiwa Agama” (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

e) Internet

Ari Dinata, 2022, “UUD dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”,
https://geotimes.id/opini/uud-dan-kebebasan-beragama-dan-
berkeyakinan/.

Darnela, Lindra, 2020, “Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review, Pusat

Studi Syariah dan Konstitusi”, https://ps2k.uin-
suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-
review.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan”,


https://geotimes.id/opini/uud-dan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/
https://geotimes.id/opini/uud-dan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/
https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review%20diakses%2014%20Mei%202023
https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review%20diakses%2014%20Mei%202023
https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review%20diakses%2014%20Mei%202023
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo

ﬁnlalisis Pertimbangan Penetapan Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama dan Potensi Penormaan
alam

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk dan
Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

UNIVERSITAS Clementine Gracia Putri Christiarini, Hasrul Halili, S.H., M.A.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirot
us-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-
pengadilan-agama-probolinggo.

Populis.id, “Jangan Kaget Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di

Indonesia”, https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-
pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia.


https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia
https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia

